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Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Batu Bata
Sistem Ngijon Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”.
untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam kerja sama
batu bata dengan sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerja
sama batu bata dengan sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun?
Skripsi ini merupakan hasil dari penelitihan lapangan di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan menggunakan metode penelitihan
observasi dan wawancara. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode
deskriptif, yakni mengumpulkan data tentang kerja sama batu bata dengan sistem
ngijon antara pemilik lahan dan pembuat batu bata di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, untuk mengambil kesimpulan.
pemilik lahan dan pembuat batu bata melakukan kerja sama tidak tertulis
melainkan dengan perkataan, kemudian pemilik lahan memberikan modal berupa
lahan kosong miliknya untuk ditempati sebagai tempat pembuatan batu bata
sedangkan pembuat memberi mengelola tempat tersebut untuk proses pembuatan
batu bata akan tetapi, bahan baku pembuatan batu bata dan biaya-biaya lain dari
pembuat batu bata itu sendiri. Mengenai pembagian hasil keuntungan tidak
diprosentasekan dengan jelaskan pada awal kerja sama, yang diketahui pembuat
batu bata apabila sudah selesai pembakaran pemilik lahan akan membeli batu bata
denganahargaayangasudahaditentukanaolehapemilikalahanayakniahargaadibawah
pasaran,AkemudianApemilikAmodalamenjualnyaakepadaatengkulak.aselainaitua
pembuatabatuabata harusamenjual hasil batu batanya ke pemilik lahan dan tidak
diperkenankan menjual kepada pihak lain.
Dari penelitihan dapat disimpulkan bahwa, Dalam pandangan Islam menurut
shirkah muḍārabah kerja sama ini menjadi batal, Jika dilihat dari pendapat
mazhab hanabilah kerja sama ngijon hukumnya batal, karena syarat keuntungan
dalam shirkah muḍhārabah menyatakan bahwa keuntungan harus dinyatakan jelas
diawalaakad
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A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi
kebutuhannya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain baik
kebutuhan primer maupun sekunder. sehingga dengan adanya saling
membutuhkan maka timbullah interaksi-interaksi sosial untuk memenuhi
kebutuhan mereka.
Oleh karena itu interaksi sosial inilah yang paling penting dalam
kehidupan mereka. Manusia dalam kehidupan sosial diharuskan untuk hidup
tolong-menolong antar sesamanya, tolong-menolong yang bersifat saling
menguntungkan kedua belah pihak dan tolong-menolong tersebut dalam hal
yang tidak dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Sebagaiamana
firman Allah Swt dalam Q.S Al-Mai’dah : 2 sebagai berikut:
 ُﺪْﻳِﺪَﺷَﷲا ﱠنِا ۗﷲ اَﻮُﻘـﱠﺗاَو  ِۖنا َوْﺪُﻌْﻟاَو ِْﰒِْﻻا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَﻻ َو  ٰۖى َﻮْﻘﱠـﺘﻟاَو ﱢِﱪﻟا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَو
 ِبﺎَﻘِﻌْﻟا
Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksaan-Nya.1
1Depatermen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Widya Cahya, 2009), 156-157.
































Manusia mempunyai kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam
kebaikan sesuai dari ayat di atas menyangkut aspek sosial maupun ekonomi.
Misalnya dalam aspek ekonomi yaitu jual beli,sewa-menyewa, kerja sama,
serta banyak hal yang berkaitan dalam hal bermuamalah. Di antara banyaknya
aspek kerja sama shirkah termasuk salah satu bentuk dari muamalah. Kerja
sama tersebut bertujuan untuk mempermudah manusia yang pada awalnya
sangat susah untuk melakukan kegiatan ekonomi sendiri sekarang menjadi
mudah dan ringan saat dilakukan bersama.  Menurut bahasa shirkah
mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat.2
akad shirkah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No: 114/DSN-MUI/XI/2017 akad shirkah adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak
memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra’s al-māl) dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proporsional. Adapun macam-macam shirkah dalam islam yakni sebagai
berikut: 3
1. Shirkah Inān adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
dimana setiap pihak memberikan konstribusi dana dan berpartisipasi
dalam kerja. Akan tetapi porsi dana dan keuntungan tidak harus sesuai
dengan kesepakatan.
2 Achmad Warson Munawir, Kamus Munawir, cet 14, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 765.
3 DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad shirkah
































2. Shirkah mufāwaḍah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
di mana setiap pihak memberikan konstribusi dana dan berpartisipasi
dalam kerja,  porsi keuntungan dan kerugian di bagi secara sama.
3. Shirkah amāl adalah akad kerja sama antara dua pihak seprofesi untuk
memperoleh pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan sesuai
kesepakatan.
4. Shirkah wujūh adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di
mana kedua pihak tidak mempunyai modal akan tetapi mempunyai
keahlian dalam berbisnis.
5. Shirkah muḍārabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
di mana pihak pertama sebagai penyedia modal (sahibul al-māl) dan
pihak kedua sebagai pengelolah. Keuntungan harus jelas diawal kontrak
sedangkan kerugian di tanggung pemodal selama kerugian tidak
disebabkan oleh pengelola.
Dari pernyataan di atas shirkah yang terdapat dalam sistem ngijon
merupakan jenis shirkah muḍārabah, karena dalam sistem ngijon adanya dua
pihak yakni pemodal dan pengelola. Menurut Abdurrahman seorang ulama
kontemporer menjelaskan bahwa shirkah adalah hubungan kerja sama antara
dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing
pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman
modal dan kerja masing-masing peserta.
Menurut mazhab hanafiyah mengenai pembagian keuntungan yang
jelas dan diketahui oleh orang atau pihak-pihak yang berserikat.4 Dapat
4 www.islamic.or.id diakses pada 1 januari 2019
































diartikan bahwa shirkah merupakan akad kerja sama di mana salah satu pihak
berkontribusi modal usaha sedangkan pihak lain yang melaksanakan usaha,
mengenai pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui oleh pihak yang
berserikat atau bekerjasama sedangkan kerugian ditaggung secara
proporsional.
Dalam teorinya, shirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih
dalam usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama, tidak
ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam kerja sama
tersebut, serta dilarang berbuat zalim dalam sebuah ikatan kerja sama.5
Sebagimana fiman Allah Swt (Q.S Sad : 24) sebagai berikut:
 ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ ﻲِﻐْﺒََﻴﻟ ِءَﺎﻄَُﻠْﳋا َﻦﱢﻣ ًاﲑِﺜَﻛ ﱠنِإَوﺎﱠﻣ ٌﻞﻴَِﻠﻗَو ِتَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟا اﻮُﻠِﻤَﻋَواﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﱠﻻِإ ٍﺾْﻌَـﺑ ۗ ُْﱒ
 َبَﺎَﻧأَو ﺎًﻌِﻛَار ﱠﺮَﺧَو ُﻪﱠﺑَرَﺮَﻔْﻐَـﺘْﺳَﺎﻓ ُﻩﺎﱠﻨَـﺘَـﻓ َﺎ ﱠَﳕأ ُدوُواَد ﱠﻦَﻇَو
Artinya: … sungguh memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu
itu berbuat zalim kepada sebagian lain , kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka yang seperti itu…6
Dari potongan ayat tersebut bahwa Dalam firman Allah, sebagian perkara
berasal dari orang yang mengadakan sebuah perserikatan (shirkah) mereka
saling menganiaya atau merugikan anggotanya (pihak yang berserikat).
Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Allah akan memberikan berkah atas
harta yang di gunakan dalam bekerja sama selama mereka memelihara
hubungan kerja sama dengan baik tanpa adanya sebuah pengkhianatan.
Apabila ada salah satu dari mereka yang berkhianat maka akan dicabut
berkah dari harta yang hartanya. Sebagaimana hadits tersebut sebagai berikut:
5 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 125-127.
6Depatermen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya. 454.
































ﺎَﻧأ :ﱃﺎَﻌﺗ  ُﻪﱠﻠﻟا  َلَﺎﻗ :ﻢّﻠَﺳَو  ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰّﻠَﺻ ﷲا  ُلﻮُﺳَر  َلﺎﻗ :لﺎﻗ  ُﻪْﻨَﻋ  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻲِﺿَر  َةﺮْﻳَﺮُﻫ ﰊَأ  ْﻦَﻋ
 َدُواد ﻮﺑأ  ُﻩاَوَر) ﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ  ْﻦِﻣ  ُﺖْﺟَﺮَﺧ  َنﺎَﺧ اذَﺈﻓ ،ُﻪَﺒِﺣﺎَﺻ َﺎُﳘُﺪَﺣَأ  ْﻦَُﳜ  َْﱂ ﺎَﻣ  ِْﲔَﻜِْﻳﺮﱠﺸﻟا  ُﺚِﻟَﺎﺛ
( ُﻢِﻛَﺎْﳊا  ُﻪَﺤّﺤَﺻَو
Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabdah: Allah Swt berfirman:
aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah
satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Apabila salah satu pihak telah
berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Dawud). 7
Mata pencaharian masyarakat Kincang Wetan adalah sebagai pembuat
batu bata rata-rata mereka adalah masyarakat menenggah ke bawah maka dari
itu tidak kurang dari mereka mengadakan suatu kerja sama untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Kerja sama ini terjadi karena adanya beberapa
faktor, diantaranya, faktor ekonomi kebanyakan masyarakat kurang mampu
yang tidak mempunyai lahan yang cukup mereka ahli dalam pembuatan batu
bata, adapun yang mempunyai lahan namun tidak ahli dalam pembuata batu
bata sehingga munculah peran saling membantu antar sesama. Sehingga tidak
jarang dari mereka (pemilik modal) dapat mengembangkan bisnis tersebut
menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
Di Desa Kincang Wetan Madiu ada beberapa aktifitas kerja sama batu
bata yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pembuat batu bata bagi hasil
tidak ditentukan di awal perjanjian melainkan dapat diketahui setelah selesai
pembakaran batu bata. pemilik lahan akan membeli batu bata dengan,
kemudian pemilik lahan akan menjual batu bata tersebut kepada tengkulak.
Dalam praktiknya pemilik lahan membeli batu bata dari pembuat batu bata
dengan harga murah sedangkan pemilik modal menjualkan batu bata tersebut
7Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2
(Terjemahan), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), h. 472
































dengan harga mahal bahkan 2 kali lipat dari harga yang dibeli dari pembuat
batu bata.
Hal ini menjadikan pembuat batu bata merasa rugi karena bahan baku
dan biaya-biaya lain dari pembuat batu bata sehingga seharusnya keuntungan
sama-sama di bagi rata selain itu di awal kesepakatan pemilik lahan tidak
memberikan suatu perhitungan keuntungan dengan jelas, pemilik lahan hanya
mengatakan bahwa seletela pembakaran batu bata maka akan dibeli oleh
pemilik lahan dan dia tidak memberikan kisaran harga berapa yang akan
dibeli. Sehingga keuntungan yang diperoleh pembuat batu bata hanya sedikit
sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan lebih banyak karena
menjual batu bata tersebut ketengkulak dengan harga 2 kali lipat.
Jadi, pandangan hukum islam mengenai kerja sama (shirkah) saling
harus menguntungkan dan tidak ada yang pihak merugi serta mengenai
pembagian keuntungan harus dijelaskan pada awal kesepakatan. Mengingat
bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong menolong bukan berbuat
merugikan sesama.
Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya perbedaan antara ketentuan
hukum islam tentang kerja sama (shirkah) dengan praktik kerja sama dengan
sistem ngijon yang terjadi diaDesaaKincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun maka peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami,
mengkaji, dan menanalisis praktik kerja sama dengan sistem Ngijon yang ada
di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan
menyusunnya dalam bentuk skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
































Kerja sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya peneliti
mepaparkan identifikasi, antara lain:
1. Akad yang digunakan dalam kerja sama batu bata dengan sistem ngijon
di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Adanya faktor penyebab sehingga kerja sama sistem ngijon ini tetap
digunakan.
3. Mekanisme bagi hasil dalam kerja sama sistem ngijon Batu Bata di
Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
4. Akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya perbedaan bagi hasil
dalam kerja sama batu bata dalam sistem ngijon di Desa Kincang
Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
5. Kebiasaan Masyarakat Desa Kincang Wetan dalam sebuah kerja sama
ngijon
6. Adanya perbedaan tingkat perekonomian masyarakat Desa Kincang
Wetan
7. Adanya Tingkat keahlian masyarakat dalam Desa Kincang Wetan
8. Kurangnya sosialisi dana bantuan untuk pengusaha kecil di Desa
Kincang Wetan
































9. Adanya tingkat pendidikan yang kurang terutama dikalangan
masyarakat menengah ke bawah di Desa Kincang Wetan sehingga
dengan mudah melakukan kerja sama.
Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan,
maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu:
1. Mekanisme bagi hasil keuntungan dalam kerja sama batu bata dengan
sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama batu bata dengan
sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas,
dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam kerja sama batu bata dengan
sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama batu bata
dengan sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun?
D. Tujuan Penelitihan
































Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitihan
ini adalah:
1. Untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang mekanisme bagi hasil
dalam kerja sama batu bata dengan sistem ngijon di Desa Kincang
Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Untuk  mendiskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik kerja
sama batu bata dengan sistem ngijon di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
E. Kegunaan Penelitihan
Dari permasalahan di atas, peneliti berhadap bahwa penelitihan ini bisa
berguna dan bermanfaat untuk peneliti itu sendiri maupun pembaca, yang
menyangkut dua aspek yaitu:
1. Secara Teoritis
a. Diharapkan dapat digunakan dalam penggembangan ilmu
pengetahuan, khususnya tentang kerja sama dalam Islam.
b. Memberikan sumbang pemikiran dalam mengembangkan dan
menambah khazanah keilmuan Islam mahasiswa fakultas syariah dan
hukum khususnya mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah
(Muamalah).
2. Secara Praktis
Hasil penelitihan ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan
pertimbangan untuk penelitihan selanjutnya yang berhubungan dengan
kerja sama batu bata dengan sistem ngijon yang terjadi pada masyarakat
































yang berada di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun.
F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai hubungan antara penelitihan yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan. Berdasarkan penelitihan tentang
kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya antara lain. Pertama, skripsi
dengan judul ”Kerja sama Maro Sawah Sistem Gembreng dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten
Lumajang)”. Oleh Muchammad Khoiruddin Ro’uf pada tahun 2017. Dalam
penelitihan tersebut dapat disimpulkan mengenai kerja sama maro sawah di
mana pihak penggarap berbuat curang terhadap pembagian hasil panen
sehingga ada salah satu pihak dirugikan, dalam akad tersebut tidak sah karena
didalamnya terdapat sebuah kecurangan.8 Persamaan dengan skripsi peneliti
ada salah satu pihak yang diuntungkan, perbedaannya dengan skripsi tersebut
adalah pada obyeknya.
Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Oleh Dewi Ayu Lestari pada
tahun 2018. Dalam penelitihan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama
8 Muchammad Khoiruddin Ro’uf, ”Kerja sama Maro Sawah Sistem Gembreng dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang)” (Skripsi-
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 64
































sistem paron diperbolehkan karena telah memenuhi akad Mukhᾱbarah, serta
sudah menjadi adat kebiasan yang tidak bertentangan dengan dalil syarak.9
Dalam penelitihan tersebut dijelaskan bahwa kerja sama sistem paron sudah
menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan akad bermuamalah
dan hukum Islam maka sistem paron tersebut dibolehkan.
Skripsi ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu
Bata Dengan Sistem Ngijon Di Desa Gajah Kecamatan Sambit”. Oleh
Siskawati pada 2017, dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli
salam dalam praktik jual beli batu bata hukumnya sah, perlu dilakukan
pencatatan perjanjian jual beli agar tidak terdapat salah satu pihak yang
dirugikan.10 Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada akad yang
diterapkan.
Skripsi keempat, “Analisis Konsep Ijarah Terhadap Jasa Buruh Dalam
Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan
Kembar Lombok Barat”. Oleh Herza Muzaki pada 2017, dalam skripsi
tersebut dijelaskan bahwa buruh pebuat batu bata tidak memberi tahu bahwa
dia juga bekerja sama dengan pihak lain, di mana pengelola pertama tidak
mengetahui bahwa buruhnya melakukan perjanjian pada pengelola lain
sehingga buruh tersebut mendapatkan dua kali gaji. Hal ini tidak
diperbolehkan dalam islam karena buruh tersebut sudah melakukan perjanjian
9 Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian
Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi-
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 62
10 Siskawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijon
Di Desa Gajah Kecamatan Sambit” (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2017), 59.
































kepada pihak pengelola pertama.11 Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat
pada akad yang digunakan, akad yang digunakan dalam skripsi disebutkan
adalah akad ijarah.
Skripsi kelima “Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Sewa
Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. Oleh Hawa Santika pada 2015,
dari skripsi tersebut dapat disimpulkan selama perjanjian pihak pemilik tanah
merasa dirugikan karena pembuat batu bata yang menyewa tanahnya
mengeruk tanah tersebut sehingga tidak dapat ditanami kembali, hal tersebut
tidak dapat dibatalkan karena dalam perjanjian tidak dikatakan apabila ada
hal-hal yang tidak diinginkan, dan perjanjian tersebut berakhir setelah waktu
yang ditentukan yakni selama 3 tahun. Dalam hal tersebut terdapat kerusakan
akad yakni objek akad rusak sebelum perjanjian berakhir sehingga melanggar
syariat islam.12 perbedaan dengan skripsi penliti adalah terletak pada akad.
Skripsi keenam, “Hukum Akad Ijarah Tanah (Lahan) Yang Dijadikan
Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-zuhaili (Studi
Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)”. Oleh Muniro
pada 2017, dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut
pendapat Wahbah Az-zuhaili tidak sah apabila akad ijarah menimbulkan
11 Herza muzaki, “Analisis Konsep Ijarah Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah
Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Kembar Lombok Barat” (Skripsi-IAIN
Mataram, 2017), 64
12 hawa santika, “Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu
Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)” (Skripsi-
IAIN Purwokerto, 2015), 65.
































Dari beberapa skripsi tersebut diatas peneliti mengambil referensi
dikarenakan skripsi tersebut berkenaan tentang kerja sama, yang nantinya
akan dijadikan sebagai acuan dalam menuntaskan penelitihan yang sedang
dikaji peneliti, perbedaannya dengan skripsi diatas adalah terletak pada akad
yakni shirkah.
G. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul
penelitihan ini serta untuk menghindari kesalahn pembaca dalam memahami
terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Kerja sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon Di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, maka kiranya peneliti menjelaskan
beberapa unsure istilah yang terdapat dalam judul penelitihan ini, sebagai
berikut:
Hukum Islam :
Kerja sama batu bata sistem ngijon :
Shirkah muḍhārabah adalah kerja
samaantara dua orang atau lebih di mana
terdapat pihak yang berkonstribusi
modaldan ada pihak yang berkonstribusi
dalam pengelolaan. Keuntungan harus
dijelaskan diawal akad dan kerugian
ditanggung pemodal selama kerugian
tersebut tidak disebabkan pengelola.
Kerja sama antara pemilik lahan dan
pembuat batu bata, modal berupa tanah
sedangkan biaya untuk pembuatan
































tanggungan dari pembuat batu bata.
Keuntungan tidak ditentukan di awal
perjanjian. Pembuat batu bata dilarang
menjual batu bata ke pihak lain.
Mengenai harga sudah ditentukan
pemilik lahan.
H. Metode Penelitihan
Penelitihan ini merupakan penelitihan lapangan (field reseach) yakni
penelitiahan dalam kehidupan sebenarnya.13 Terhadap kerja sama batu bata di
Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Jenis penelitihan
ini merupakan jenis penelitihan yang objek  di lapangan  untuk mendapat data
dan gambaran yang jelas tentang hal yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Untuk memberikan deskripsi yang baik, haruslah ada serangkaian
langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut diantaranya:
1. Data yang dikumpulkan
Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka data
yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang
berkaitan dengan praktik kerja sama batu bata dengan sistem ngijon di
Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Sumber data
Ada dua sumber data yang digunakan untuk penelitiham ini
sebagai pegangan peneliti dalam penelitihan, sumber data tersebut
antara lain:
13 Mardalis, Metode Penelitihan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
































a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber informasi yang
mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan
dan atau penyimpanan data disebut juga sumber data/informasi
tangan pertama.14 Dalam penelitihan ini peneliti mendapatkan data
langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Desa
Kincang Wetan. Responden: yaitu pemodal dan pengelola batu bata
di Desa Kincang Wetan, yang memberikan pernyatakan langsung
mengenai kerja sama batu bata sistem ngijon.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal
dari bahan kepustakaan.15 Data sekunder sifatnya hanya untuk
menambahi penjelasan mengenai sumber-sumber data yang
berkaitan dengan penelitihan:
1) Rahmat  Syafe’I, Fiqh Muamalah
2) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam
3) Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah
4) Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu
5) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
114/DSN-MUI/IX/2017
6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
14 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan:Prosedur dan Strategi, (Bandung:Angkasa, 1987), 42
15 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.
































7) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitihan adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang ditetapkan.16 Pegumpulan data dilakukan secara langsung sesuai
dengan permasalahan diatas, dalam pengumpulan data peneliti
mengunakan beberapa metode diantaranya:
a. Wawancara (Interview)
Metode wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab
dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer)
dengan yang diwawancarai (interviewer) tentang masalah yang
diteliti, di mana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi,
sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan
masalah yang diteliti.17 Teknik ini dilakukan dengan beberapa
warga yang mengadakan kerja sama batu bata sistem ngijon di
Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk
mengali data dan informasi tentang kerja sama ngijon.
b. Observasi
16 Sugiono, Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),224.
17 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.
































Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial
dalam penelithan terlebih dalam penelitian kualitatif. istilah
observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara
akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan
hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.18 Teknik ini
dilakukan dengan cara mengamati dan mencermati mengenai
praktik kerja sama batu bata dengan sistem ngijon di Desa Kincang
Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
4. Teknik pengolahan data
setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh
dengan memilih dan menyeleksi atau mengkoreksi data tersebut
dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu
dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan
permasalahan. 19 peneliti mengunakan teknik ini untuk memeriksa
kembali data-data yang sudah terkumpul.
b. Organizing, yaitu suatu langkah untuk menetapkan, mengatur dan
menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga
dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah,
18 Ibid., 212.
19 Halid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
































serta mengelompokan data yang diperoleh.20 Dengan teknik ini
peneliti akan lebih mudah dalam mencari data yang sudah
dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang
Praktik Kerja sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon di desa
Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
c. Penemuan Hasil adalah kegiatan melakukan analisis data yang
sudah diperoleh peneliti dari kegiatan penelitian di lapangan guna
memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ada di
lapangan dan akhirnya merupakan suatu jawaban dari rumusan.21
Agar peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitihannya
tentang Praktik Kerja sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon di
desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
5. Teknik analisis deskriptif
Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil
pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang
kemudian dilakukan analisis secra kualitatif, yaitu dengan menghasilkan
data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan menguraikan sesuatu
hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan.22 Setelah peneliti
melakukan penelitihan dengan mengumpulkan data, kemudian
menganalisisya dengan mengunakan metode deskriptif analisis, yaitu
20 Ibid., 154.
21 Usman Rianse Abdi, Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi. (Bandung:
CV. Alfabeta, 2009), 245.
22 Pius Partanto dan Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola, 2001), 111.
































dengan mengumpulkan data tentang Praktik Kerja sama Batu Bata
dengan Sistem Ngijon di desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun.
Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian
dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.23
Metode yang berpijak pada teori shirkah muḍārabah kemudian dikaitkan
dengan fakta-fakta dalam Praktik Kerja sama Batu Bata dengan Sistem
Ngijon apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau memang ada
penyimpangan norma-norma yang berlaku.
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dilakukan agar penelitihan ini lebih mudah
dipahami dalam penyusunannya dan tidak keluar dari jalur yang sudah
ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membaginya dalam lima bab
penelitihan yang sistematikanya sebagai berikut:
Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
23 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
































tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua berisi tentang shirkah dalam Islam , Pengertian dan dasar
hukum shirkah, macam-macam akad shirkah, rukun shirkah, syarat shirkah
ketentuan bagi hasil shirkah, sebab-sebab yang membatalkan shirkah.
Bab ketiga berisikan tentang praktik kerja sama batu bata dengan sistem
Ngijon,yang berisikan  gambaran umum lokasi penelitian, keadaan
masyarakat Desa Kincang Wetan, Sistematika kerja sama ngijon antara
pembuat batu bata dengan pemodal dan bagi hasil kerja sama batu bata
dengan sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun.
Bab keempat berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Kerja sama Batu Bata Dengan Sistem Ngijon di Desa Kincang Wetan
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan
yang menjawab rumusan masalah di lengkapi dengan saran-saran. Selain itu
bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka.



































Secara bahasa shirkah berasal dari bahasa arab, yaitu:
 َِكﺮَﺷ– ُكَﺮْﺸَﻳ– ﺎَِﻛﺮَﺷ– ُﻪَْﻛﺮِﺷ– ُﻪَِﻛﺮَﺷ
Artinya: bersekutu atau berserikat
Menurut etimologi shirkah adalah al-ikhtilat artinya (percampuran),
yakni percampuran antara harta satu dengan harta yang lainnya, sehingga hal
tersebut sulit dibedakan bagian yang lain24
Shirkah menurut terminologi adalah kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk melakukan usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi
baik dana maupun tenaga dengan kesepakatan keuntungan dan risiko
ditanggung bersama sesuai kesepakatan.25
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 shirkah adalah
akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di
mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra’s al-māl)
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati
24 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunuswa Dzurriyah, 1972), 196.
25 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.
































atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak
secara proporsional.26
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebut
perserikatan atau persekutuan dagang adalah persetujuan antara dua orang
atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan
dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka. 27
Menurut Enang Hidayat shirkah adalah akad yang digunakan oleh dua
orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntugan kerja dan
presentasenya serta keuntungan lain ditetukan pada awal akad berdasarkan
kesepakatan bersama.28
Adapun shirkah menurut para ulama berbeda-beda, diantaranya sebagai
berikut:
1. Menurut Mazhab Maliki
Shirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk
mengatur harta (modal) bersama.29 Dari definisi ulama maliki, lebih
menitik beratkan pada perserikatan harta kekayaan (shirkah al-amwāl), di
mana masing-masing pihak mempunyai hak yang sama atas harta
tersebut dengan izin pihak lainnya.
26 Fatwa Dsn-Mui No. 114/Dsn-MUI/IX/2017
27 Kuhper Bab VIII Pasal 1618
28 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2016),140.
29 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2000), 183.
































2. Menurut Mazhab Syafii
Shirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih
sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan yang lain.30
Definisi tersebut menegaskan bahwa shirkah akad yang memiliki akibat
hukum adanya hak yang sama antara kedua pihak atau lebih, baik berupa
harta maupun pekerjaan atau kedua-duanya.
3. Menurut Mazhab Hambali
Shirkah adalah suatu akad yang dikelola oleh banyak orang dengan
setiap pihak mempunyai peran dan fungsinya dalam mengelolahan suatu
harta yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.31
4. Menurut Mazhab Hanafi
Shirkah adalah perikatan antara dua orang atau lebih dalam modal
dan keuntungan.32 Dari definisi tersebut menunjukan bahwa shirkah
adalah salah satu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dengan
menghimpun harta untuk suatu usaha dengan keuntungan sesuai
kesepakatan. Dari definisi ulama’ diatas menurut wahbah zuhaili definisi
ini yang paling tepat menjelaskan mengenai transaksi shirkah.33
30 Al-qadhi abu syuja’ ahmad bin al-husain bin ahmad al-ashfahani, Matnil Ghayah wat Taqrib
(Fiqh Sunnah Imam Syafii), Rizki Fauzan, (Bandung: Fathan Media Prima, 2017), 267.
31 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah. Nor Hassanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 353.
32 Ibid. 354.
33 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhū, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid V
(Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007 M/1428 H), 441.
































Jadi shirkah adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua
orang atau lebih dengan memberikan konstribusi dana maupun keahlian,
mengenai keuntungan harus dijelaskan di awal akad sedangkan kerugian di
tanggung sesuai dengan kesepakatan.
B. Dasar Hukum Shirkah
Para ulama fiqh sepakat bahwah shirkah diperbolehkan dalam islam, hal
ini diperbolehkan karena sudah di syari’atkan dalam alquran maupun as-
sunnah. Dalam hal ini shirkah bertujuan untuk saling membantu antara
pemilik modal dan pengelola. Dengan adanya dasar tolong-menolong dalam
pengeloaan modal tersebut maka islam memberikan kesempatan untuk
menjalin kerja sama diantara mereka dengan tujuan agar mereka yang bekerja
sama mendapatkan keuntungan yang sesuai.
Dengan kata lain tidak merugikan salah satu pihak. Adapun shirkah
mempunyai kedudukan yang kuat dalam Islam, hal ini diperkuat dengan
adanya Alquran, Hadis, dan Ijma’ para ulama. Dalam al-quran sendiri
terdapat ayat yang mensyari’atkan shirkah.
a. Alquran
Q.S Sad ayat 24
اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﱠﻻِإ ٍﺾْﻌَـﺑ ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ ﻲِﻐْﺒََﻴﻟ ِءَﺎﻄَُﻠْﳋا َﻦﱢﻣ ًاﲑِﺜَﻛ ﱠنِإَو ٌﻞﻴَِﻠﻗَو ِتَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟا اﻮُﻠِﻤَﻋَو
ﺎﱠﻣ ۗ ُْﱒ َبَﺎَﻧأَو ﺎًﻌِﻛَار ﱠﺮَﺧَو ُﻪﱠﺑَرَﺮَﻔْﻐَـﺘْﺳَﺎﻓ ُﻩﺎﱠﻨَـﺘَـﻓ َﺎ ﱠَﳕأ ُدوُواَد ﱠﻦَﻇَو
Artinya: … sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu
berbuat zalim kepada sebagian lain , kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini…34
34 Depatermen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya. 454.
































Sesungguhnya tidak sedikit patner kerja sama yang melakukan
pelanggaran terhadap yang lain dan mendzaliminya dengan mengambil
haknya serta tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-
orang mukmin yang sholeh, sebagian dari mereka ada yang tidak
melanggar35.
Q.S Al-Maidah : 2
 ِبﺎَﻘِﻌْﻟا  ُﺪْﻳِﺪَﺷَﷲا ﱠنِا ۗﷲ اَﻮُﻘـﱠﺗاَو  ِۖنا َوْﺪُﻌْﻟاَو ِْﰒِْﻻا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَﻻ َو  ٰۖى َﻮْﻘﱠـﺘﻟاَو ﱢِﱪﻟا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَو
Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat
berat siksaan-Nya36
Dan tolong-menolonglah wahai kaum Mukminin, dalam mengerjakan
kebaikan dan ketakwaan kepada allah. Dan janganlah kita saling
menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran
terhadap batasan-batasan Allah. Waspadalah untuk tidak berbuat
pelanggaran terhadap perintah Allah, karena sesungguhnya amat dahsyat
siksa-Nya. 37
Q.S al-Anfal ayat 41 yaitu:
 ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو ٰﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟاَو َٰﰉْﺮُﻘْﻟا يِﺬِﻟَو ِلﻮُﺳﱠﺮِﻠﻟَو ُﻪَﺴُُﲬ ِﻪﱠِﻠﻟ ﱠنَﺄَﻓ ٍءْﻲَﺷ ْﻦِﻣ ْﻢُﺘْﻤِﻨَﻏ َﺎ ﱠَﳕأ اﻮ ُﻤَﻠْﻋاَو
ۗ ِنﺎَﻌْﻤَْﳉا ﻰَﻘَـﺘْﻟا َمْﻮَـﻳ ِنَﺎﻗْﺮُﻔْﻟا َمْﻮَـﻳ َﺎﻧِﺪْﺒَﻋ ٰﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ﺎَﻣَو ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ ْﻢُﺘْﻨَﻣآ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑاَو
 ٌﺮﻳِﺪَﻗ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ ٰﻰَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟاَو
Artinya:ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu
sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami
35 Syaikh al-Allamah dan Shahih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Tafsir Musyasar II,Muhamad
Ashim, (Darul Haq: Jakarta, 2016), 472.
36Ibid. 156-157.
37Syaikh al-Allamah dan Shahih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Tafsir Musyasar I, Muhamad
Ashim, (Darul Haq: Jakarta, 2016), 315.
































turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam tafsir bahwa harta rampasan perang (ghanimah) ada
pembagiannya yakni empat perlima menjadi hak orang yang mengikuti
perang, sedangkan seperlima bagian tersisa dibagi menjadi lima milik
Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum kerabat Rasulullah Saw, anak-anak
yatim,amusyafirayangakehabisanabekalaperjalanan.38Jadiaadalah kata gh
anīmah dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh
kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta shirkah dengan
pembagian yang adil menurut ketentuan syari’at Islam dengan
memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.
b. Hadis
Dalam hadis kudsi Rasulullah saw bersabda:
:ﱃﺎَﻌﺗ  ُﻪﱠﻠﻟا  َلَﺎﻗ :ﻢّﻠَﺳَو  ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰّﻠَﺻ ﷲا  ُلﻮُﺳَر  َلﺎﻗ :لﺎﻗ  ُﻪْﻨَﻋ  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻲِﺿَر  َةﺮْﻳَﺮُﻫ ﰊَأ  ْﻦَﻋ
ﻮﺑأ  ُﻩاَوَر) ﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ  ْﻦِﻣ  ُﺖْﺟَﺮَﺧ  َنﺎَﺧ اذَﺈﻓ ،ُﻪَﺒِﺣﺎَﺻ َﺎُﳘُﺪَﺣَأ  ْﻦَُﳜ  َْﱂ ﺎَﻣ  ِْﲔَﻜِْﻳﺮﱠﺸﻟا  ُﺚِﻟَﺎﺛ ﺎَﻧأ
( ُﻢِﻛَﺎْﳊا  ُﻪَﺤّﺤَﺻَو  َدُواد
Artinya: dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabdah: Allah Swt
berfirman: aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat
selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Apabila salah satu
pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka” (HR. Abu Dawud). 39
 َمْﻮَـﻳ ُﺐْﻴِﺼْﻧ ﺎَﻤْﻴِﻓ ُﺪْﻌَﺳَو ُرﺎﱠﻤَﻋَو َﺎَﻧأ ُﺖَْﻛﺮَـﺘْﺷإ : َﻞَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ٍﺪُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋَو
( ﱡﻲِٔﯨﺎَﺴَﻨﻟا ُەاَوَر) ٍرَْﺪﺑ
Artinya: dan dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: saya bersekutu
dengan Ammar dan Sa’d harta rampasan yang kami peroleh dari perang
badar (HR. An-Nasai)40
38 Ibid. 548.
39 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam - Syarah Bulughul Mara,
Muhammad Isnan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 472.
40 Ibid. 474.
































Dari hadis diatas menunjukkan sahnya berserikat dalam hal dalam hal
mata pencarharian yang disebut sebagai shirkah abdān. Shirkah seperti
ini diperbolehkan (sah) oleh sebagaian besar ulama sedangkan menurut
Ash-Syafii tidak sah karena ketidakjelasan keuntungan dan pembagian
kerja.41
c. Ijma’
Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan shirkah, meskipun
mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya.42
C. Rukun Shirkah
Adapun shirkah menurut para ulama fikih antara lain: 43
1. Menurut ulama hanafi rukun shirkah hanyalah shighah, yakni ijab dan
kabul. Adapun yang lainnya yaitu dua orang yang berserikat (sharik), dan
harta harta yang dikeluarkan.
2. Menurut mazhab maliki dan mazhab hambali rukun shirkah ada tiga,
yakni:
a. Ijab kabul (sīghah)
b. Orang yang berserikat (sharik)
c. Objek akad (mafūd ‘alaih)
41 Ibid. 475.
42 Rasyad Hasan Khalil, Al-Syirkāt Fī Al-Fiqh Al-Islāmi Dirāsah Muqāranah, Cet. III, (T.T: Dar
Al-Rasyid, 1401 H/1981 M), 1.
43 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah. 149
































3. Menurut mazhab syafii rukun shirkah ada empat, yakni
a. Ijab kabul (sighah)
b. Dua orang yang berserikat (sharik)
c. Objek akad (mafūd ‘alaih)
d. Pekerjaan (‘amal)
4. Menurut jumhur ulama syarat shirkah hanya 3, yaitu:
a. Sighah
b. Dua orang yang berserikat
c. Objek akad
D. Syarat Shirkah
1. Syarat ijab kabul (sighah)44
a. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksudnya adalah kabul
yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab.
b. Bersambungnya ijab dan kabul dalam majelis akad. Maksudnya
adalah kedua pihak harus hadir dalam tempat akad (perjanjian) hal
ini dilakukan agar pihak-pihak yang berakad dapat memahami isi
akad dan apabila tidak setuju dengan isi akad dapat di bicarakan
secara langsung.
c. Ijab kabul tidak boleh adanya unsur penipuan atau pemaksaan.
44 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah,150.
































Adapun asas akad menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah sebagai berikut:45
a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau
pihak lain.
b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik
spekulasi atau maisir.
e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi
dan merugikan salah satu pihak.
f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki
kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang.
45 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
































g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban
para pihak secara terbuka.
h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para
pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang
bersangkutan.
i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling
memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan,
tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang
oleh hukum dan tidak haram.
l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
m. Al-kitabah (tertulis)
2. Syarat dua orang yang berakad (‘āqidain)
a. Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan dan menerima
kepercayaan, di antaranya yakni balig, berakal, dan merdeka
b. Sama dalam agama. Hal ini menjadi pedebatan para ulama. Hanafi
mengatakan harus sama, sedangkan mazhab maliki, mazhab syafii,
dan mazhab hambali memperbolehkan tidak harus sama.
































3. Syarat objek akad (mafūd ‘alaih)
a. Modal harus bernilai atau berharga seperti uang atau barang
b. Modal harus jelas
c. modal harus disatukan atau dicampurkan, namun menurut ulama
Syafii tidak diharuskan karena penekanan shirkah bukan pada
modal melainkan pada pekerjaan.
d. Persentase pembagian keuntungan yakni setengah atau sepertiga.
E. Macam-macam Shirkah
Bentuk shirkah ada dua yakni shirkah amlāk/milk dan shirkah uqud. 46
1. shirkah al-amlāk/al-milk
Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah shirkah al- amlāk adalah
dua orang atau lebih yang bergabung dalam suatu kepemilikan atas
harta.47 Jadi, shirkah al- amlāk adalah dua atau lebih orang berkumpul
untuk mendapatkan hak atas benda baik dengan cara pembelian,
pengibahan, pewarisan atau cara yang lain. Adapun pembagian shirkah
al- amlāk, yakni:
a. Shirkah Jabary
Shirkah jabary adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik
dua orang atau lebih seperti menerima harta warisan, hibah, wakaf,
46 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū (terjemahan abdul hayyie al-kattani), jilid
V. h.442.
47 Pasal 141 Ayat (2 Dan 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
































atau wasiat. Hal ini dapat dikatakan bahwa shirkah jabary
merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas dasar
keinginan dari orang yang berserikat.
Dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
menyatakan bahwa sebagian bukan karena hasil dari usaha mereka
melainkan, sebagian ahli waris berserikat dalam kepemilikan harta
waris mereka, para penerima wasiat berserikat atas penerimaan harta
yang diwasiankan, demikian pula penerima hibah dengan harta yang
dihibahkannya atau salah satu pihak mencampurkan harta pihak lain
sehingga percampuran ini tidak mungkin dapat dipisahkan kembali,
atau dapat dipisahkan akan tetapi akan terjadi kesulitan.48
b. Shirkah Ikhtiyāry
Shirkah ikhtiyāry adalah perserikatan yang muncul akibat
adanya tindakan hukum yang berserikat, seperti dua orang sepakat
membeli suatu barang tertentu untuk dimiliki bersama.49 Contoh
beras satu ton milik seseorang digabungkan dengan beras satu ton
milik orang lain, jumlahnya menjadi dua ton sebagai milik bersama.
Yang menjadi unsur shirkah amlāk/milk adalah berkumpulnya dua
bagian yang dijadikan menjadi satu.
2. Shirkah al-Uqūd
48 Pasal 189, kompilasi hokum ekonomi syariah
49 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū (terjemahan abdul hayyie al-kattani), jilid
V. h.442
































Shirkah al-uqūd adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
berserikat dalam modal usaha dan keuntungan. Shirkah al-uqūd juga
mencakup bentuk-bentuk akad secara keseluruhan.  Menurut ulama
hambali shirkah al-uqūd adalah dua atau lebih orang yang memlakukan
kegiatan usaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk
shirkah al-uqūd.
Menurut An-Nabhani berdasarkan atas dalil-dalil, beliau membagi






An-Nabhani juga menyatakan bahwa kelima shirkah tersebut
merupakan shirkah al-uqūd menurut para ulama, beliau juga berpendapat
bahwa shirkah tersebut dibenarkan dalam islam sepanjang syarat-
syaratnya terpenuhi. Pandangan ini sejalan dengan ulama hambali.
Menurut ulama Hambali shirkah inān, abdān, wujūh dan
muḍārabah. Menurut pendapat mazhab maliki shirkah hanya terbagi
menjadi tiga saja, yakni shirkah inān, abdān, dan, muḍārabah. Menurut
































pendapat mazhab hanafi, mazhab zaidiyah, mazhab imamiyah shirkah
terbagi hanya menjadi dua bentuk yaitu shirkah inān muḍārabah.50
a. Shirkah inān
Shirkah inān adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih
dengan mengabungkan modal/harta atas dasar tidak harus adanya
kesamaan modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan agama.51
b. Shirkah abdān/amāl
Shirkah abdān adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau proyek dan
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Hal ini di sebut shirkah
amāl karena mereka melakukan kerja sama dengan modal keahlian
mereka dalam bekerja.
Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 135
menyebutkan bahwa shirkah amwal dan shirkah abdān dapat
dilakukan dalam bentuk shirkah inān, syirkah mufāwwaḍhah, dan
shirkah muḍārabah.52
Menurut mazhab maliki, mazhab hambali, mazhab hanafi, dan
mazhab Zaidiyah syirkah abdān/amāl hukumnya diperbolehkan,
karena bertujuan untuk mencari keuntungan dengan modal kerja
mereka. Penekanan pada bentuk shirkah ini adalah kerja yang
50 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū (terjemahan abdul hayyie al-kattani), jilid
V (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007 M/1428 H), h. 456
51 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah, 148
52 Buku II, Pasal 135, Kompilasi Hukum Islam
































dilakukan dalam shirkah ini harus sejenis, satu tempat, dan bagi hasil
harus sesuai dengan kuantitas kerja mereka. Misalnya kerja sama
dalam menjahit baju masing-masing pihak harus mengerjakan yang
berkaitan dengan menjahid baju satu orang bertugas membuat pola
dan mengukur, sedangkan yang lain mejahit.
Menurut mazhab syafii, mazhab Syiah imamiyah, dan Zufar bin
Hudail, bentuk shirkah abdān/amāl tidak sah, karena objek shirkah
adalah modal/harta bukan kerja. Pada akhirnya shirkah ini akan
berakhir pada perselisihan karena adanya penipuan.
c. Shirkah wujūh
Shirkah wujūh adalah kerja sama yang dilakukan antara dua
orang atau lebih yang sama-sama tidak mempunyai modal, dan
mereka melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian mereka
menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan dibagi
bersama, bentuk shirkah ini mirip dengan makelar.
Menurut mazhab hambali, mazhab hanafi, dan mazhab zaidiyah
mengatakan bahwa bentuk shirkah ini diperbolehkan karena masing-
masing pihak bertidak sebagai wakil.
Menurut ulama maliki dan syafii bentuk shirkah ini tidak
dipebolehkanatau tidak sah, karena objek shirkah harus modal/harta
namun dalam shirkah ini objeknya tidak demikian melainkan modal
maupun kerjanya tidak jelas.

































Shirkah mufāwaḍhah adalah kerja sama antara dua orang atau
lebih dengan syarat jumlah modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan
agama harus sama.
Menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki shirkah bentuk ini
diperbolehkan kesamaan mengenai modal, kualitas kerja dan
keuntungan.
Menurut mazhab syafii dan mazhab hambali bentuk shirkah ini
tidak sah atau tidak diperbolehkan karena sulit menentukan prinsip
kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam shirkah tersebut, dan
mereka menganggap dasar hukumnya dalah hadits da’if.
e. Shirkah muḍārabah
Mudārabah berasal dari kata ḍarb yang artinya memukul atau
proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usaha.53
Menurut Wahbah Zuhaili shirkah muḍārabah adalah akad yang
di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) sedangkan
pengelola mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama
sesuai dengan yang disepakati bersama.54
53 Fathulrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Sinargrafika, 2012), 173.
54 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū, abdul hayyie al-kattani, jilid V, 476.
































Menurut Mardani shirkah muḍārabah adalah kerja sama usaha
antara dua pihak dimana ada pihak sebagai penyedia modal (sahibul
al-māl) dan pihak pengelola (muḍarib), keuntungan usaha dibagi
sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional.55
Menurut ulama hanafi, shirkah muḍārabah adalah akad yang
memandang tujuan dua pihak yang berserikat dalam mendapatkan
keuntungan, karena harta diserahkan kepada pihak lain untuk
dikelola.
Menurut mazhab maliki, shirkah muḍārabah adalah suatu akad
perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya untuk
diperdagangkan oleh orang lain.
Menurut mazhab Hambali, shirkah muḍārabah termasuk
bentuk perserikatan karena ada beberapa syarat yang sudah dipenuhi
oleh shirkah tersebut, yaitu:
(1) Pihak-pihak yang berserikat sudah cakap bertindak sebagai
wakil
(2) Modal berbentuk harta
(3) Modal jelas
(4) Diserahkan langsung oleh pengelola
(5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
(6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil kerja sama bukan
dari harta lain
55 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2014). 138.
































Menurut ulama Syafii shirkah muḍārabah adalah akad yang
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk
diperdagangkan.
Dari perdapat di atas dapat disimpulkan bahwa shirkah muḍārabah
adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana ada pihak sebagai
pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola modal, pembagian
keuntungan harus jelas diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh
pemodal selama kerugian tersebut tidak di karenakan pengelolah.
Contohnya: A dan B bekerja sama dalam sebuah usaha, dimana A
sebagai pemilik modal sedangkan B sebagai pengelola modal. A
menyerahkan modal berupa uang 20 juta kepada B untuk dikelolah
berupa toko kelontong. Ada juga kerja sama di mana A dan B
memberikan konstribusi modal sedangkan pihak ke tiga yaitu C hanya
mengelola saja.
Adapun syarat modal shirkah muḍārabah yakni:
1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku
2) Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modalnya tidak
diketahui maka muḍārabah tidak sah, karena ketidak jelasan modal.
3) Modal harus barang dan bukan utang. muḍārabah tidak sah apabila
modal dengan utang atau tidak ada modal.
4) Modal harus diserahkan kepada muḍārib , hal ini agar muḍārib dapat
mengelola modal tersebut.
F. Ketentuan Bagi Hasil dalam Shirkah
































Menurut Ketentuan DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017.56
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan
secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam
bentuk nisbah-kes pakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka
persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal
atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan
angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima
oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk muitinisbah
(berjenjang/riering).
6. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
Menurut ketentuan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bagi hasil
shirkah yakni:57
1. Pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan
pengelola dinyatakan secara jelas dan pasti.
2. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama -pekerjaan dibolehkan
berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
56 Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017
57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
































3. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak
ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai
dengan modal.
4. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama
pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.
Menurut ulama para ulama tentang pembagian keuntungan kerja sama
shirkah, yakni:58
1. Besarnya keuntungan harus diketahui, apabila terjadi ketidakjelasan
keuntungan maka akad tersebut batal.
2. Keuntungan harus diperuntukkan kepada kedua belah pihak bukan
pada satu pihak.
3. Bagian keuntungan setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada
waktu kontrak disepakati dan harus bentuk prosentase (nisbah) dan
keuntungan sesuai kesepakatan.
4. Pemodal menganggung semua kerugian dan pengelola tidak harus
mengati kerugian selama kerugian tersebut bukan dari kesengajaan
pengelola.
G. Sebab Berakhirnya dan Batalnya Shirkah
1. Berakhirnya akad shirkah
58 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū (terjemahan abdul hayyie al-kattani), jilid
V. h.486

































1) Salah seorang sharik membatalkan shirkah. Shirkah adalah
akad yang tidak mengikat (ghair lazim) menurut mayoritas
ulama, akad ini memungkinkan untuk dibatalakan. Menurut
Mazhab maliki, shirkah tidak bias dibatalkan kecuali dengan
adanya kesepakatan kedua sharik untuk membatalkannya karena
shirkah menurut mereka suatu akad yang mengikat (lazim).
2) Kematian salah seorang sharik. Jika salah seorang sharik
meninggal, maka shirkah menjadi batal karena batalnya
kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan
harta karena kematian.
3) Salah seorang sharik murtad




1) Harta shirkah rusak, apabila harta shirkah rusak seluruhnya atau
harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian
59 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah, 156
60 Rachmat syafe’i, fiqih muamalah, 201.
































batal. Hal ini terjadi karena yang menjadi barang transaksi
adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal.
2) Berubahnya modal, kerja, keuntungan dan agama. Maka dapat
dibatalkan, Hal ini berlaku khusu untuk shirkah muḍārabah.
3) Tidak ada kesamaan modal, apabila tidak ada kesamaan modal
dalam shirkah mufāwaḍhah pada awal transaksi, perkongsian
batal sebab hal tersebut merupakan syarat transaksi mufāwaḍhah
2. Batalnya akad shirkah
Adapun hal-hal yang membatalkan akad shirkah menurut Helmi
Karim, sebagai berikut:61
a. Menyalahi syarat-syarat yang ditentukan oleh akad shirkah.
b. Pengelola modal melalikan tugasnya untuk mengelola usaha
c. Pelanggaran atas presentase pembagian keuntungan oleh salah satu
pihak, apabila salah satu pihak tidak merelakan.
d. Salah satu pihak dirugikan dalam kerja sama tersebut
e. Wafatnya salah satu pihak
f. Pihak pengelola modal memberikan modalnya kepada pihak lain.
Menurut Asep Saifuddin Jahar, ada beberapa sebab pembatalan
akad, yakni sebagai berikut:
61 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997), 16.
































a. Pembatalan oleh pihak pengelola modal. Menurut para ulama, bisa
dibatalkan sebelum terjadinya persetujuan. Pembatalan ini boleh
karena akad (perjanjian) belum disepakati.
b. Kematian salah satu pihakatau hilangnya kemampuan.
c. Penolakan perjanjian dengan ucapan atau tindakan
d. Berakhirnya waktu perjanjian
e. Kerusakan objek dalam perjanjian.

































PRAKTIK KERJA SAMA PEMBUATAN BATU BATA DENGAN
SISTEM NGIJON DI DESA KINCANG WETAN KECAMATAN
JIWAN KABUPATEN MADIUN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitihan
Dalam kehidupan masyarakat, akan menciptakan watak dan karakter setiap
masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena struktur kedaaan
wilayah yang berbeda pada setiap tempatnya selain itu faktor yang medukukung
seperti faktor, sosial, agama dan pendidikan. Hal yang terjadi di Desa Kincang
Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan adanya faktor-faktor
tersebut menimbulkan  karakter masyarakat desa tersebut.
1. Letak Georafis
Desa kincang wetan terletak di kecamatan jiwan kabupaten madiun. Jarak
desa kincang wetan ke kecamatan sekitar 10 KM, sedangkan 16 KM dari
kabupaten, kemudian bapak parni selaku perangkat desa kncang wetan
menjelaskan tentang batas-batas desa kincang wetan:62
a. Sebalah Utara : Desa Kwangsen Kecamatan Sawaha
62Profil Desa Kincang Wetan, Tahun 2018. 1.
































b. Sebalah Selatan : Desa Bulak Kecamatan Magetan
c. Sebalah Barat : Desa Klagen Gambiran Kecamatan
Magetan
d. Sebalah Timur : Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi
Desa Kincang Wetan terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) RT, 10
(sepuluh) RW, 4 (empat) dusun. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2732
KK, dengan jumlah total penduduk 7630 orang yang terdiri menjadi 3760
jumlah laki-laki dan 3870 jumlah perempuan.63
Tabel I Jumlah Penduduk Desa Kincang Wetan
Jumlah Laki-laki 3760 jiwa
Jumlah Perempuan 3870 jiwa
Jumlah Total 7630 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga 2732 KK
Masyarakat desa Kincang Wetan memiliki profesi yang sangat
beragam seperti petani, buruh tani, karyawan swasta dan lain-lain.
Namun kebanyakan dari warga desa Kincang Wetan bekerja sebagai
Petani, pembuat batu bata dan wiraswasta. Perekonomian masyarakat
63Ibid. 23.
































desa Kincang Wetan juga beragam. Adapun mata pencaharian
masyarakat kincang, sebagai berikut:
Tabel II Mata Pencaharian Desa Kincang Wetan
No Pekerjaan Jumlah
1 Petani 366 jiwa
2 Buruh Tani 415 jiwa
3 pembuat Batu Bata 400 jiwa
4 PNS 48 jiwa
5 TNI dan Polri 15 jiwa
6 Guru 6 jiwa
7 Asisten Rumah Tangga 8 jiwa
8 Buruh Pabrik 245 jiwa
9 Sopir 14 jiwa
Dari tabel diatas, dapat disimpulka bahwa mata pencaharian
terbanyak adalah  buruh tani dan pembuatan batu bata karena pekerjaan
tersebut tidak memerlukan  ijazah, hanya mengandalkan kempuan
mereka saja.
3. Keadaan Keagaamaan dan Pendidikan
Kegiatan keagamaan Desa Kincang Wetan sangat beragam pengajian
membaca al-Qur’an dengan metode TARSANA (Tartil, Sari, Nagham)
yang diadakan di masjid/musholla di Desa Kincang Wetan, yaitu sebuah
Pengajian membaca al-Qur’an dengan baik dan benar ini biasanya diikuti
oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang belajar al-Qur’an dari dasar.  Selain
itu di Desa Kincang Wetan juga ada (TPA) Taman Pendidikan al-Qur’an
yang diadakan di 8 tempat baik di masjid/musholah, yayasan, maupun di
































sekolah. Selain itu ada juga muslimat untuk ibu-ibu NU dan pengajian
bapak-bapak yang dilakukan oleh tiap-tiap RT.
Dalam ranah pendidikan di desa Kincang Wetan terdapat 3 SD dan 1
SMP jika meraka akan meneruskan kenjenjang SMA kebanyakan dari
mereka memilih untuk sekolah di kota madiun meskipun jarak dari
rumah ke sekolah lumayan jauh. Rata-rata masyarakat madiun yang
berprofesi pembuat batu bata bata hanya lulusan SD sehingga apabila
ingin melamar pekerjaan lain sangat susah, karena Ijazah SD pada Era
sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sehingga mereka hanya dapat
menekuni batu bata dan menjadi buruh tani. Adapun yang terkait dengan
data pendidikan di desa Kincang Wetan, yakni sebagai berikut:64
Tabel III
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kincang Wetan
No. Keterangan Jumlah
1. Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 91 orang
2.
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk
TK dan Kelompok Bermain Anak
84 orang
3.
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan
mental
0 orang
4. Jumlah penduduk sedang SD/sederajat 2 orang
5. Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 742 orang
6. Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 827 orang
64Ibid.
































7. Jumlah penduduk sedang SLTP/sederjat 121 orang
8. Jumlah penduduk tamat SLTP/sederjat 1249 orang
9. Jumlah penduduk sedang SLTA/sederjat 1321 orang
10. Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/sederjat 2611 orang
11. Jumlah penduduk tamat SLTA/sederjat 718 orang
12. Jumlah penduduk sedang D-1 178 orang
13. Jumlah penduduk tamat D-1 98 orang
14. Jumlah penduduk sedang D-2 114 orang
15. Jumlah penduduk tamat D-2 18 orang
16. Jumlah penduduk sedang D-3 96 orang
17. Jumlah penduduk tamat D-3 10 orang
18. Jumlah penduduk sedang S-1 30 orang
19. Jumlah penduduk tamat S-1 20 orang
B. Sistematika Kerja sama Ngijon antara Pembuat Batu Bata Dengan
Pemodal
Kerja sama ngijon Batu Bata adalah suatu sistem kerja sama antara
pemilik modal dan pengelola modal, di mana pemilik modal memberikan
modal berupa lahan sedangkan pengelola modal membeli bahan baku untuk
































pembuatan batu bata, Mengenai keuntungan dapat ditentukan pada waktu
selesai pembakaran batu bata.65
1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Kerja sama Ngijon Antara
Pemilik Modal dan Pembuat Batu Bata.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa kincang wetan
memulai kegiatan mereka dengan bercocok tanam, meskipun kebanyakan
mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian memanfaatkan keahlian
mereka sebagai pembuat batu bata karena tanah di Desa Kincang Wetan
sangat cocok untuk pembuatan batu bata selain itu batu bata kincang
sudah terkenal di luar desa tersebut.
Akan tetapi sebagian besar dari mereka yang mempunyai keahlian
dalam pembuatan batu bata tidak memiliki lahan yang cukup untuk
pengelolaan batu bata, karena pengelolaan batu bata membutuhkan tanah
yang cukup luas untuk memprosesnya mulai dari untuk pengeringan batu
bata dan tempat untuk pembakaran batu bata dan rata-rata masyarakat
pembuat batu bata di Desa Kincang Wetan merupakan masyarkat
menegah kebawah sehingga mereka memerlukan kerja sama.
Di  Desa Kincang Wetan dalam pembuatan batu bata harus
mempunyai lahan yang cukup luas. Melihat pembuat batu yang tidak
mempunyai lahan untuk proses pembuatan, sehingga kkesempatan ini di
manfaatkan oleh orang-orang yang memliki lahan yang luas untuk
menfaatkan keahlian mereka agar memperoleh keuntungan yang lebih.
65 Parni, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
































Dengan cara mengajak mereka kerja sama batu bata atau dalam bahasa
daerah Desa Kincang Wetan disebut dengan kerja sama ngijon.
Kerja sama ngijon di Desa Kincang Wetan melibatkan dua pihak,
yaitu pemilik lahan dan pembuat batu bata, sistem ngijon di Desa
Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pada praktiknya
semua biaya dalam proses pembuatan batu bata diserahkan kepada
pembuat batu bata. Mulai dari pembelian tanah untuk bahan baku
pembuatan batu bata, pembelian abu, kayu bakar, dan biaya-biaya lain itu
diserahkan kepada pembuat batu bata. Diawal perjanjian pemilik lahan
akan memberikan keuntungan setalah pembakaran selesai kemudian batu
bata akan dibeli oleh pemilik lahan, namun pemilik lahan tidak
menyebutkan harga batu bata yang akan dia beli dari pembuat, sehingga
keuntungan para pihak belum bisa di persentasekan diawal perjanjian.
Dari penuturan Bapak Sukadi sebagai pembuat batu bata, kerja sama
ngijon adalah kerja sama pembuatan batu bata di mana pembuat batu bata
yang tidak mempunyai lahan saling bekerja sama dengan pemilik lahan.
Pemilik modal hanya memberi lahan untuk tempat pembuatan batu bata
megenai pembelian bahan baku untuk pembuatan batu bata diserahkan
kepada pembuat batu bata. keuntungan akan diketahui apabila
pembakaran batu bata sudah usai, di mana pemilik lahan akan membeli
batu bata tersebut namun harganya ditentukan oleh pemilik lahan dan
pembuat batu bata dilarang untuk menjual batu batanya ke orang lain.66
66 Sukadi, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
































Pendapat Ibu Maryati sebagai pembuat batu bata, bahwa kerja sama
ngijon sudah lama dilakukan oleha mayarakat Desa Kincang Wetan.
menurut penuturan beliau kerja sama ngijon yang sebenarnya adalah
semacam kerja sama antara pemilik lahan dan pembuat batu bata di mana
pemilik lahan menyediakan lahan untuk proses pembuatan batu bata
sedangkan pembuat batu bata menyediakan bahan baku bata serta
membuat batu bata. Mengenai keuntungan belum dapat dibagi atau
belum jelas karena keuntungan akan diketahui setelah pembakaran
selesai, serta tidak diperolehkan pembuat batu bata menjual hasil batu
bata ke pihak lain. Kecuali apabila pemilik lahan menyuruhnya menjual
kepada tengkulak yang menang disuruh pemilik lahan untuk membeli,
biasanya tengkulak membelinya lebih mahal dari pada pemilik lahan. 67
Pendapat Bapak Ratmo sebagai pemilik lahan, kerja sama ngijon
sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kincang Wetan, menurut
beliau kerja sama tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang
mayoritas ahli pembuatan bata yang tidak mempunyai lahan yang cukup
agar dapat mengembangkan usaha mereka. Selain itu mengenai
pembagian keuntungan memang belum jelas diawal sehingga hal ini
tidak dapat dipersentasekan berapa keuntungan pemilik lahan dan
pembuat batu bata.68
Pendapat Ibu Hasana sebagai pemilik lahan, kerja sama ngijon sudah
dilakukan oleh masyarakat Desa Kincang Wetan sejak dahulu. Dari
penuturan beliau bahwa kerja sama ngijon adalah kerja sama di mana
67 Maryati, Wawancara Madiun 10 Juni 2019
68 Ratmo, Wawancara, Madiun 11 Juni 2019
































modal dari pemilik lahan (pemodal) hanya berupa tanah pemodal
sedangkan biaya-biaya lain dari pengelola. Keuntungan akan diketahui
setelah pembakaran usai.69
Pendapat Bapak Dono sebagai tengkulak batu bata, dari penuturan
beliau kerja sama ngijon yang berada di Desa Kincang Wetan sudah lama
dilakukan. kerja sama ngijon menurut beliau adalah kerja sama antara
pemilik lahan dan pembuat batu bata di mana biaya-biaya bahan baku
batu bata ditanggung oleh pengelola. Keuntungan akan dibagi setelah
pembakaran usai. Bapak Dono biasanya akan membeli batu bata tersebut
apabila pemilik lahan ingin menjualnya kepada beliau, namun harga batu
bata akan ditentukan oleh tengkulak apabila pemodal setuju maka akan
dilakukan jual beli apabila pemilik lahan merasa harganya murah maka
akan menjualnya kepada pihak lain70
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pihak
yang menerapkan kerja sama Batu Bata dengan sistem ngijon sudah lama
dilakukan oleh masyarakat Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun.
2. Mekanisme kerja sama Pembuatan Batu Bata Dengan Sistem Ngijon
Yang di maksud dengan sistem ngijon menurut Bapak Sukadi adalah
kerja sama pembuatan batu bata di mana pembuat batu bata yang tidak
mempunyai lahan diajak kerja sama oleh pihak pemilik lahan untuk
melakukan kerja sama. Pemilik lahan akan menyediakan lahan yang
69 Hasana, Wawancara, Madiun 11 Juni 2019
70 Dono, Wawancara, Madiun 14 Juni 2019
































dimiliknya untuk proses pembuatan batu bata sedangkan bahan baku batu
bata dan biaya-biaya lain dari pembuat batu bata. Mengenai pembagian
keuntungan bisa di tentukan saat selesai pembakaran akan tetapi pemilik
lahan tidak menentukan berapa harga jual batu bata yang akan dibeli.
Bapak Sukadi sudah melakukan kerja sama ini selama 6 Tahun,
meskipun kerja samnya dengan orang yang berbeda.71
Pendapat Bapak Ratmo sebagai pemilik lahan kerja sama ngijon
adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan orang yang mempunyai
keahlian dalam pembuatan batu bata. mengenai pembagian keuntungan
memang belum jelas diawal sehingga hal ini tidak dapat dipersentasekan
berapa keuntungan pemilik lahan dan pembuat batu bata. Bapak Ratmo
sudah melakukan kerja sama tersebut selama 11 tahun.72
Kerja sama ngijon dijelaskan oleh Bapak Ratmo  sebagai  pemilik
lahan (pemilik modal), sebagai berikut:73
a. Kerja sama dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa
Kincang Wetan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Awalnya pemilik
lahan tidak bisa memanfaatkan lahannya yang lumayan luas kemudian
beliau melihat para pembuat batu bata yang tidak mempunyai lahan
cukup luas selanjutnya mengajaknya untuk bekerja sama berbagi
keuntungan dengan sistem ngijon.
71 Sukadi, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
72 Ratmo, Wawancara, Madiun 11 Juni 2019
73 Ibid.
































b. Dalam kerja sama tersebut kesepakatan/perjanjian hanya diucapkan
dengan lisan tanpa tulisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat
Desa Kincang Wetan mereka hanya berlandaskan kepercayaan.
c. Jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik lahan sampai kapan akan
berakhir. Jika salah satu pihak akan mengakhiri
perjanjian/kesepakatan
maka harus memberitahukan jauh-jauh hari.
d. Pengenai bahan baku pembuatan batu bata seperti tanah,dan abu untuk
campuran batu bata di tangguang oleh pemilik lahan. Megenai
pembagian keuntungan memang tidak ditentukan diawal dengan
persentase karena hasil keuntungan dapat dibagi setelah pembakaran
usai.
Adapun proses pembuatan batu bata yang telah dituturkan oleh
Bapak Sukadi dan beberapa pendapat dari masyarakat lain yaitu sebagai
berikut:74
a. Pembukaan lahan, yaitu proses membersihkan lahan dari rumput-
rumput yang menjalar karena lahan sudah lama tidak dimanfaatkan.
Biasanya menggunakan cangkul dan sabit untuk mebersihkannya.
b. Penyiapan bahan baku, setelah bahan baku batu bata sudah lengkap
dan sudah siap untuk di olah menjadi batu bata.
c. Kegiatan pembuatan batu bata, kegiatan ini dilakukan pagi hari sekitar
pukul 06.00 sampai pukul 09.00, pembuatan dan pencetakan batu bata
dilakukan pagi karena jika dilakukan pada siang hari di takutkan batu
74 Sukadi, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
































bata tidak bisa kering dengan sempurna.  waktu penjemuran
dilakuakan sekitar 2-3 hari jika musim kemarau dan kalau musim
hujan bisa sampai 1 minggu.
d. Proses pembakaran, kegiatan ini dilakukan pada malam hari biasanya
pembakaran batu bata memerlukan waktu sampai beberapa jam
bahkan sampai pagi pembakaran baru usai.
e. Pembersihan batu bata dari sisa abu akibat pembakaran. Pada saat
kegiatan inilah biasanya pembuat batu bata memberitahukan pemilik
modal agar bisa ditentukan harga batu batanya hasil pembakarannya.
3. Proses bagi hasil keuntungan
Pada umumnya, pembagian hasil dari kerja sama pembuatan batu
bata setelah pembakaran selesai maka pemilik lahan (pemodal) akan
menentukan kisaran harga dari batu bata dilihat dari kualitas batu bata itu
sendiri. Menurut Ibu Maryati sebagai pembuat batu bata, setelah
pembakaran usai pemilik lahan biasanya membeli batu bata hasil dari
pembuat dengan harga yang layak sesuai dengan kuliatas batu bata
tersebut.75
Menurut penuturan Bapak Sukadi sebagai pembuat batu bata.
Mengenai pembagian keuntungan, pemilik lahan akan membeli hasil dari
pembuat batu bata namun dengan harga yang ditentukan oleh pemilik
lahan. akan tetapi pemilik modal melarang pembuat batu bata untuk
menjual ke orang lain. Memang pemilik modal tidak menetukan
persentase diawal perjanjian karena yang pembuat batu bata tahu
75 Maryati, Wawancara Madiun 10 Juni 2019
































pemodal akan membeli hasil dari batu bata buatannya.76 Dalam
pembagian hasil tidak persentasekan melainkan pemilik lahan (pemodal)
hanya membeli batu bata hasil dari pembuat batu Adapun perincian biaya
sebagai berikut:77
a. Tanah : Rp.2.500.000/pickup
b. Cetakan : Rp.20.000
c. Abu : Rp.500.000
d. Grajen : Rp.100.000
e. Kayu Bakar : Rp.100.000
f. Plastik : Rp.30.000
g. Biaya-biaya Lain : Rp.500.000
Total : Rp.3.750.000
Dari data tersebut sekali pembakaran pengelola dapat membakar batu
bata sekitar 20 ribu batu bata Sehingga perhitunganya sebagai berikut:78
Keuntungan pembuat batu bata
Per 1000 batu bata = Rp.250.000 (harga dari pemilik lahan)
20 x Rp.250.000 = Rp.5000.000  (hasil kotor)
Rp.5.000.000 – Rp.3.750.000 = Rp.1.750.000 setiap pembakaran.
Keuntungan pemilik lahan
Per 1000 batu bata = Rp.400.000 (harga dari tengkulak)
20 x 400.000 = Rp.8.000.000 (hasil bersih)
Dari perhitungan tersebut pemilik lahan lebih memperoleh
keuntungan besar dari pada pembuat batu bata. Meskipun keuntungan
76 Sukadi, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
77 Ibid.
78 Ibid.
































pembuat batu bata setiap pembakaran mendapat Rp.5.000.000 namun hal
tersebut belum terpotong oleh bahan-bahan baku yang habis. Sedangkan
pemilik lahan mendapatkan keuntungan bersih Rp.8.000.000 tidak
terpotong apapun. 79
79 Ibid.

































Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Batu Bata
Dengan Sistem Ngijon Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun
A. Analisis Akad Kerja sama Batu Bata dengan Sistem Ngijon antara Pemilik
Lahan dan Pembuat Batu Bata.
Praktik kerja sama  batu  bata di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun kerja sama tersebut sudah dilakukan sejak dahulu. Kerja
sama ini merupakan jenis shirkah muḍhārabah adalah kerja sama antara dua
pihak atau lebih dengan ada pihak yang mempunyai modal dan pihak sebagai
pengelola modal, pembagian keuntungan harus jelas diawal akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak di karenakan
pengelolah. Adapun shirkah muḍārabah menurut pandangan ulama Syafii
shirkah muḍārabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan
hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.1
Peneliti di Bab sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kerja sama sistem
ngijon terjadi antara pemilik lahan dengan pembuat batu bata. Pemilik lahan
menawarkan lahanya yang tidak dipakai kepada pembuat
1Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah,53.
































batu bata yang tidak mempunyai cukup lahan untuk tempat proses
pembuatan. Mengenai pembelian bahan baku batu bata dan keperluan lain
adalah dari pembuat batu bata. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan
lahannya untuk proses pembuatan tanpa dipungut biaya sewa, jika sudah
selesai pembakaran harus dijual kepada pemilik lahan harga harus ditentukan
pemilik lahan.
Menurut penuturan bapak Sukadi kerja sama batu bata dengan sistem
Ngijon adalah kerja sama pembuatan batu bata di mana pembuat batu bata
yang tidak mempunyai lahan diajak bekerja sama oleh pemilik lahan untuk
melakukan kerja sama. Pemilik modal akan memberikan modal berupa lahan
kosong untuk tempat pembuatan batu bata tanpa dipunggut bayar sewa.
Waktu kerja sama memang tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanian
kerja sama tersebut.
Dari Penuturan Bapak Sukadi mengenai bahan baku pembuatan batu bata
dan lain-lain berasal dari pembuat batu bata. Harga batu bata yang akan dibeli
tidak ditentukan secara jelas diawal akad, harga batu bata baru bisa diketahui
selesai pembakaran. pemilik lahan melarang pembuat batu bata untuk
menjual ke orang lain. Memang pemilik modal tidak menetukan persentase
diawal perjanjian karena yang pembuat batu bata tahu pemodal akan membeli
hasil dari batu bata buatannya
Seperti yang dijelaskan mengenai shirkah muḍārabah adalah kerja
sama usaha antara dua pihak dimana ada pihak sebagai penyedia modal
(shahibul māl) dan pihak pengelola (muḍharib), keuntungan usaha dibagi
































sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional.81 Adapun
Rukun dan Syarat shirkah muḍārabah yaitu sebagai berikut:82
1. Modal
Modal usaha adalah uang atau aset yang berikan kepada pengelola
(muḍārib), dengan syarat:
a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
b. Modal harus sesuatu yang berharga baik berupa uang maupun
barang. Jka berbentuk aset maka harus dinilai pada waktu akad.
c. Modal tidak boleh berbentuk piutang, yakni modal harus cash
2. Jenis usaha
Kegiatan usaha dilakukan oleh pengelola (muḍārib) dengan modal di
sediakan oleh pemilim modal (sahibul māl). adapun syarat-syaratnya
sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha merupakan hak dari pengelola, pemilik modal tidak
boleh ikut campur dalam kegiatan usaha tersebut, pemilik hanya
boleh melakukan pengawasan.
b. Pemilik modal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola dalam
mengelola usaha, karena hal ini akan mempengaruhi tujuan
muḍārabah yakni keuntungan.
81 Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah, Cetakan I, 138.
82 Suqiyah Musyafa’ah dan Tim, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. 220.
































c. Pengelola tidak boleh menyalahi Hukum Syaria’ah Islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan shirkah muḍārabah.
3. Keuntungan
Keuntungan shirkah muḍārabah adalah jumlah yang telah disepakati
sebagai kelebihan modal. Syarat-syaratnya sebagai berikut:83
a. Besarnya keuntungan harus diketahui, apabila terjadi ketidakjelasan
keuntungan maka akad tersebut batal.
b. Keuntungan harus diperuntukkan kepada kedua belah pihak bukan
pada satu pihak.
c. Bagian keuntungan setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada
waktu kontrak disepakati dan harus bentuk prosentase (nisbah) dan
keuntungan sesuai kesepakatan.
d. Pemodal menganggung semua kerugian dan pengelola tidak harus
mengati kerugian selama kerugian tersebut bukan dari kesengajaan
pengelola..
4. Sighah (ijab kabul)
Pernyataan ijab dan qobul sebagai kesepakatan mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Tujuan kontrak harus jelas
83 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū, abdul hayyie al-kattani, jilid V, 487
































b. Mengenai isi kontrak harus bebas, maksudnya kontrak tidak boleh
menguntungkan salah satu pihak.
c. Akad dituangkan secara tertulis baik berupa akta yang buat notaris
maupun dibuat sendiri (kedua belah pihak).
5. Dua pihak yang berakad
Pemilik modal (shahibul māl) dan pengelola (muḍharib) harus
baligh dan berakal selain itu cakap hukum dan dapat menerima amanah
untuk menelola usaha sehingga tidak merugikan Pemilik modal (shahibul
māl).
Dari penjelasan di atas bahwa syarat dan rukun harus ada dalam sebuah
transaksi. Sebuah akad akan menjadi sah apabila sesuai dengan syrat dan
rukun seperti halnya shirkah muḍārabah dapat dikatakan sah apabila sesuai
dengan syarat dan rukun. Dalam shirkah muḍārabah harus ada rasa kerelaan
maka akan timbul sebuah kersepakatan/perjanjian. Jika melihat praktik kerja
sama pembuatan batu bata di Desa Kincang Wetan yang pada awalnya saling
rela akan tetapi ketika perjanjian sudah lama berlangsung timbul rasa
keterpaksaan.
Menurut penuturan Bapak Sukadi hal ini timbul karena pembelia batu
bata yang dilakukan pemilik modal sangat murah karena bahan batu bata dan
biaya lain sudah ditanggung pengelola namun keuntungan yang dia peroleh
tidak sesuai sehingga menyebabkan pendapatan pembuat batu bata semakin
































kecil. Hal ini terjadi karena penentuan bagi hasil tidak ditentukan diawal dan
tidak dipersentasekan.84
Berdasarkan analisis diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerja
sama tersebut tidak sah dalam hal rukunya dan  syaratnya ada hal yang
menyebabkan kerja sama ini tidak sah yakni mengenai pembagian
keuntungan yang tidak dijelaskan diawal akad sehingga hal ini berdampak
pada keuntungan, selain itu ketidaksadaran pemilik lahan dalam menentukan
harga beli dalam pembelian batu bata dari pembuat batu bata,  karena bahan
baku sudah dari pembuat batu bata sehingga hal ini dapat menimbukan
kerugian salah satu pihak. Hal seperti ini dapat dibatalkan karena kerja sama
tersebut tidak di berikan batas waktu.
B. Analisis Hukum Islam dalam Kerja sama Batu Bata dengan Sistem
Ngijon Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
Agama Islam bukan hanya membahas tentang urusan antara manusia
dengan tuhannya melainkan juga membahas urusan antara sesama manusia
atau lebih dikenal dengan muamalah, sehingga terciptalah sebuah inovasi
kerja sama  untuk memenuhi kehidupan mereka, selama kegiatan muamalah
tersebut sesuai dengan syari’at islam. dalam perkembangannya muamalah
sudah sangat berkembang sejak jaman dahulu sampai sekarang, sejalan
dengan perkembangan manusia.
Manusia diciptakan untuk saling membutuhkan, mereka tidak dapat
hidup sendiri tanpa bantun dari lain maka dari itu dengan adanya tujuan untuk
84 Sukadi, Wawancara, Madiun 10 Juni 2019
































memenuhi kebutuhan sehingga terciptalah sebuah kerja sama, Seperti tentang
kerja sama bagi hasil. Dalam praktik kerja sama dengan sistem ngijon di Desa
Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, untuk mempermudah
menganalisis peneliti akan mengklarifikasi parktik dengan sistem ngijon,
sebagai berikut:
1. Kedua belah pihak yang menjalani kerja sama cakap dalam bertindak,
dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga sama-
sama bertemu langsung dalam kerja sama.
2. Objek kerja sama, yaitu berupa lahan untuk tempat pembuatan batu bata
dari pemilik modal tanpa bayar sewa dan bahan baku dari pengelola,
dengan bagi hasil di tentukan waktu pembakaran usai.
3. Tujuan melakukan kerja sama adalah untuk mendapatkan keuntungan
Meskipun dalam prakteknya dengan adanya kerja sama sistem ngijon
tersebut pengelola merasa dirugikan akan tetapi tetap dilakun karena adanya
hal-hal yang menjadi alasan, diantaranya:
1. Karena pembuat batu bata hanya bisa menekuni profesi pembuatan batu
bata yang telah dilakukan sejak lama, sehingga jika harus alih profesi
akan menjadi sedikit susah.
2. Kesulitan perekomian pembuat batu bata yang  membuat pembuat batu
bata menjalani kerja sama tersebut
































3. Tingkat pendidikan pengelola yang rendah sehingga jika harus melamar
pekerjaan di perusahaan atau di industri sangat sulit, karena rata-rata
para pembuat batu bata hanya lulusan SD.
Dalam penelitihan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat
keabsahan kerja sama pembuatan batu bata pemahaman kerja sama
pembuatan batu bata oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan
shirkah muḍārabah dalam hukum Islam mulai dari syarat dan rukun dalam
shirkah muḍārabah.
Dalam hukum Islam kesepakatan kerja sama salah satunya dikenal
dengan shirkah muḍhārabah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an
sebagai berikut.
٠٠٠ ِﻞْﻀَﻓ ْﻦِﻣ َنْﻮُﻐَـﺘْﺒَـﻳ ِضْر َٔﻻْا ِﰱ َنْﻮُـِﺑﺮْﻀَﻳ َنُﺮَﺧاَءَوِﷲ۰۰۰
Artinya: dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia allah.
(al-Muzamil:20) 85
 َْﺄﺗ َﻻَو ٓﻮُُﳇ ْاﻮُﻟ ُْﺪﺗَو ِﻞِﻄَﺒٌْﻟِﺎﺑ ﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ ﻢُﻜَﻟ َٰﻮَْﻣأ ْاِﺑ ٓﺎﻬ ِٳ ِﻢِْﺜﺑ ِْﻹ ٌِﺎﺑ ِسﺎﱠﻨٌﻟا ِل َٰﻮَْﻣأ ْﻦﱢﻣ ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ ْاﻮُﻠُﻛ ْﺄَِﺘﻟ ِمﺎﱠﻜٌُْﳊا َﱃ
 ْﻢُﺘْـَﻧا َو َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ
Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamumembawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu Mengetahui.(al-Baqarah: 188)86
Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerja sama
hendaklah atas dasar suka sama suka, dan tidak dibenarkan bahwa suatu kerja
sama muamalah dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hat tersebut
85 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 848.
86 Ibid.36.
































terjadi, maka dapat dibatalkan kerja sama tersebut. Hukum Islam
memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada sesame dengan tolong-
menolong diantara sesama, yang mana terdapat dalam Q.S al-Maidah:2
sebagai berikut.
 ِبﺎَﻘِﻌْﻟا  ُﺪْﻳِﺪَﺷَﷲا ﱠنِا ۗﷲ اَﻮُﻘـﱠﺗاَو  ِۖنا َوْﺪُﻌْﻟاَو ِْﰒِْﻻا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَﻻ َو  ٰۖى َﻮْﻘﱠـﺘﻟاَو ﱢِﱪﻟا ﻰَﻠَﻋ ا ْﻮُـﻧ َوﺎَﻌَـﺗَو
Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksaan-Nya. 87
Hal ini terkaitkan dengan kaidah fikih yakitu berbunyi:
اَﻷﺎَﻬِِْﳝﺮَْﲢ ﻰَﻠَﻋ ُﻞِْﻴﻟَد ﱡلُﺪَﻳ ْنَأ ﱠﻻا ِﺔَﺣَﺎﺑَﻻا ِﺔَﻠَﻣﺎَﻌُﻤْﻟا ِﰲ ُﻞْﺻ
Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil
yang menunjukkan haram
 َا اَدﺎَﺴَﻓ ﱠﺮَﺟ ٍفﱡﺮَﺼَﺗ ﱡﻞُﻛ ٍﻊْﻓَد ْو ُﻰِﻬْﻨَﻣ ﺎَﺣَﻼَﺻ
Artinya: setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadahatan atau
menolak kemaslahantan adalah dilarang 88
Dalam kerja sama dengan sistem ngijon adalah di mana pemilik lahan
hanya menyediakan lahan untuk proses pembuatan batu bata sedangkan
pengelola (pembuat batu bata) membuat batu bata dan pembelian bahan baku
batu bata dari pengelola. Keuntungan tidak ditentukan pada awal akad, akan
tetapi keuntungan dapat dilihat pada selesai pembakaran. Pembuat batu bata
disyaratkan tidak diperbolehkan untuk meual batu batanya ke orang lain harus
pada pemilik lahan, pemilik lahan membeli batu bata dari pembuat batu bata
dengan harga murah kemudian pemilik lahan menjual batu bata tersebut ke
tengkulak dengan harga mahal.
87 Ibid.156-157.
88 Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,
(Jakarta:Kencana, 2007). 32.
































Jadi, jika dilihat dari pendapat mazhab hambali kerja sama ngijon
hukumnya batal, karena syarat keuntungan dalam shirkah muḍārabah
menyatakan bahwa keuntungan harus dinyatakan jelas di awal akad dan harus
di prosentsekan yakni setengah, sepertiga, atau seperempat.



































1. Kerja sama batu bata dengan sistem ngijon dilakukan antara pemilik
lahan dengan pembuat batu bata. Di mana pemilik lahan memberikan
modal berupa lahan untuk tempat pembuatan batu bata sedangkan bata
bahan baku batu bata dan biaya-biaya lain dari pembuat batu. Nisbah
bagi hasil tidak di tentukan secara jelas di awal akad karena pemilik
lahan akan membeli batu bata setelah pembakaran usai di mana harga di
tentukan oleh pemilik lahan kemudian pemilik lahan jual kepada
tengkulak, selain itu pemilik modal melarang pengelola menjual hasil
batu batanya kepada pihak lain.
2. Ditinjau dari pandangan hukum Islam tentang kerja sama pembuatan batu
bata dengan sistem ngijon di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun. Hukumnya batal, apabila dilihat dari pendapat
mazhab hanabilah, karena menurut mereka harus ada kejelasan dalam
pembagian keuntungan sebab tujuan dari akad muḍhārabah adalah
memperolehakeuntungan.aJadi,akerjaasamaatersebutadalamasyaratnya
batalatetapiadalamaakadnyaasah.

































1. Saran bagi pemilik modal, sekiranya menentukan harga pembelian batu
bata dengan jelas di awal pembuatan perjanjian sehigga pembuat batu
bata dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh dan akan
bersifat saling menguntungkan serta tidak ada yang merasa di rugikan.
2. Akad ini diperbolehkan akan tetapi tidak harus memberatkan pembuat
batu bata. Setidaknya bahan baku batu bata sudah di siapkan pemilik
lahan sehingga kerja sama tersebut tidak ada pihak yang di utungkan atau
di rugikan.
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